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Abstrak

Saat ini korupsi menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia saat ini
sehingga harus diperangi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melawan kuatnya
korupsi, seperti pendekatan hukum dan politik. Namun kenyataannyakorupsi
semakin banyak terjadi di Indonesia. Korupsi yang telah mengakar dengan
demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di
suatu negara. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam
waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok
orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut.
Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka
sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau
tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan
kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai
pekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data
penelitiannya serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi
perpustakaan saja tanpa memerluka riset lapangan. Dalam menganalisis
menggunakan metode deduktif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 20 Tentang Pemberian Penghargaan
Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan data sekunder yang
diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang ada kaitannya dengan
pemberian penghargaan terhadap adanya laporan tindak pidana korupsi.

Dalam menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang
Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Persepktif Hukum Islam, menurut penulis sudah sesuai dengan akad Ju alah yaitu
melakukan pekerjaan terlebih dahulu kemudian baru akan mendapatkan upah atau
imbalan setelah berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang
diinginkan oleh pihak ja’il (Pemberi pekerjaan). Karena menurut penulis
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pemberian penghargaan
bagi pelapor tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam,
maka menurut penulis terhadap pemberian penghargaan bagi pelapor pelaku
tindak pidana korupsi boleh dilaksanakan.

Kata kunci : Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal
17/20.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini korupsi menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia saat ini
sehingga harus diperangi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melawan
kuatnya korupsi, seperti pendekatan hukum dan politik. Namun
kenyataannyakorupsi semakin banyak terjadi di Indonesia. Pendekatan lain
yang dapat mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia adalah kultural
yang melibatkan partisipasi publik dan penyadaran niali-nilai kejujuran dalam
diri manusia.

Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa
konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan
pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah
di mata masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintah yang tercermin dalam
bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap
hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini.*

Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah
mudah seperti membalikkan tepalak tangan. Tindak pidana korupsi dapat
terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana
korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati

keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan

! Anas Hidayat, “perang simbolik melawan korupsi”, https://www.e-

jurnal.com/2017/02/perang-simbolik-melawan-korupsi.html, diakses pada 17 Maret 2019 pukul
12.15



keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang
tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak
pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.
Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai
pekerja.?

Dalam Islam pun korupsi tidak diperbolehkan, Firman Allah SWT dalam

al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain
yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri dan juga korupsi.
Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta
kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama sama
berbentuk ilegal.* Kemudian dalam hadist Darimi Nomor 1911 tentang

larangan korupsi:

-,

G5l B8 a3lE o m b LB LAIAE Geallh) G Gl LAS

6.@..3 JLé 5;.2.;» gca g:o.a?j.]\ :L:.:Cv L..:G :L,;.S Q_Sf‘ :,/9 c.:./g/r gca sl.ca:i

? Falihin Fahmi, “Korupsi”, http//:makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html,
diakses pada 23 Maret 2019 pukul 15.10.

® Ahmad Munawar, “Hukum Korupsi dalam Islam”, https://dalamislam.com/hukum-
islam/hukum-korupsi-dalam-islam, diakses pada 12 April 2019 pukul 11.41.


https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam,%20diakses%20pada%2012%20April%202019%20pukul%2011.41
https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam,%20diakses%20pada%2012%20April%202019%20pukul%2011.41

e wass 0l 06 Gai e ol ale A o J5i

ekl OF 123 15458 13) 53301
Telah menceritakan kepada kami (Ishag bin Ibrahim) telah menceritakan
kepada kami (Wahb bin Jarir bin Hazim) dari (Ayahnya) dari (Ya'la bin
Hakim) dari (Abu Labid) dari (Abdurrahman bin Samurah), ia berkata;
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang korupsi (merampas harta
orang lain tanpa hak)." Abu Muhammad berkata; "Ini berlaku ketika dalam
peperangan, yaitu ketika mereka mendapatkan rampasan perang sebelum
dibagikan.

Dalam hadist tersebut sangat jelas bahwa perbuatan tindak pidana
korupsi itu dilarang dalam Islam.* Tindak pidana korupsi merupakan salah
satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif.
Peraturan perundang-undangan  untuk  mendukung  pelaksanaan
pemberantasan korupsi telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan khusus yang hendak
dicapai dalam Undang-Undang ini yaitu penegakan keadilan hukum secara
tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan,

* Darimi, “Hadist-Hadist”, https://tafsirq.com/hadits/darimi/1911, diakses pada 13 April
2019 pukul 08.48.


https://tafsirq.com/hadits/darimi/1911,%20diakses%20pada%2013%20April%202019%20pukul%2008.48
https://tafsirq.com/hadits/darimi/1911,%20diakses%20pada%2013%20April%202019%20pukul%2008.48

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan,
yang dapat merugikan keungan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berkaitan dengan itu Pemerintah menerbitkan Peraturan (PP) Nomor 43
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang mengatur pemberian imbalan bagi masyarakat yang
melaporkan perkara korupsi. Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan pada
tanggal 17 September 2018 itu menyebutkan, peran serta masyarakat
merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi. Pasalnya, tindak pidana korupsi tidak hanya
merugikan keuangan negara. Tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas. Amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) itu
mengatakan penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kepolisisan Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik
Indonesia berhak memberikan maksimal Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah) bagi masyarakat yang melapor kasus korupsi kepada penegak
hukum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

Pasal 17 ayat 1 dan 2 berbunyi:

® Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi



PASAL 17

1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi

diberikan sebesar 2% (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara

yang dapat dikembalikan kepada negara.
2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).®

Dengan ketentuan pasal ini, maka syarat untuk mendapatkan hadiah
maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka kasus yang
dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) itu
juga disebutkan , setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan
harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya,
mendapat nilai dari penegak hukum. Penilain itu dilakukan dalam waktu
paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam
memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif
pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau
alat bukti dan risiko bagi pelapor.
Kemudian prosedur teknis pemberian penghargaan tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang

berbunyi:

® Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 17 Bagian Imbalan Pelapor Tindak
Pidana Korupsi



PASAL 20

1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah
kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang
barang rampasan disetor ke kas negara.

2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa
premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-ndangan.’

Dari pasal tersebut yang dimaksud dengan barang rampasan yaitu benda
sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Menurut Pasal 39 ayat (1)
KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah sebagai berikut:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai
diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian dari hasil tidak
pidana;

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan
tindak pidana;

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak

pidana;

" Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 Bagian Prosedur Teknis
Pemberian Penghargaan



e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan imbalan
sebagai pelapor tindak pidana korupsi harus melalukan pekerjaan dahulu
yaitu melapor ke pihak yang berwajib dan selalu berperan aktif dalam
mengungkap tindak pidana korupsi dan kualitas data laporan dapat dipercaya.
Untuk mengetahui bentuk muamalah dari pasal di atas penulis akan
mengemukakan beberapa bentuk akad yang mana yang lebih sesuai dengan
pemberian penghargaan tersebut, yaitu Hadiah/Hibah, Upah/Ujrah dan
Ju’alahljanji/lkomitmen. Pengertian Hadiah/Hibah secara bahasa, hibah
berasal dari kata wahaba-yahabu-hibatan, berarti memberi atau pemberian.
Dalam Kamus Al-Munawwir kata “Aibah” ini merupakan mashdar dari kata
wahaba yang berarti pemberian.® Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia hibah berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas
sesuatu kepada orang lain.’

Kemudian Ujrah dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah
dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk
dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti
tersendiri. Yang mana arti ijarah secara etimologi berasal dari kata al-ajru

yang berarti al- ‘Twadh atau pergantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam

8 Ahmad Warson Munawwir AF, Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia,

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, him. 1584.

398.

° Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3. him.



konteks pahala dinamai juga al-ajru yakni upah.'® Dalam akad ijarah selalu
disertai dengan kata imbalan atau upah yang mana disebut juga dengan ujrah.
Namun dalam perbankan nama lain dari ujrah diantaranya adalah upah atau
imbalan (fee).

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang
dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Baliy, arti
kebahasaan lain dari al-ajru tersebut,yaitu “ganti” baik ganti itu diterima
dengan didahului akad atau tidak. Istilah selain ijarah, upah (fee) atau
imbalan, ada juga jialah/jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan
ujrah yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti
dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam
pekerjaan.™ Arti jialah/ju’alah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu
pihak (ja il) akan memberikan imbalan spesifik (jua 'l) kepada siapapun yang
mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya menemukan
kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.'? Maka
dari pengertian di atas untuk jialah/ju’alah dapat dipersamakan persepsinya
dengan ujrah. Begitu juga dengan ijarah sama halnya dengan ujrah karna
pada hakikatnya adalah bagian dari akad ijarah.

Dari penjelasan di atas mengenai ujrah, telah disebutkan bahwasanya

ujrah dapat dipersepsikan (dipersamakan) dengan jialah/ju’alah yang mana

10 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 277.

1 Syaafii Jafri, Figh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), him. 165.

12 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2009), him. 535.



memilki arti yang sama yakni upah walaupun memiliki sedikit perbedaan.
Sehingga menurut penulis akad yang sesuai dengan imbalan penghargaan
bagi pelapor tindak pidana korupsi adalah akad jialah/ju’alah karena
memberikan imbalan kepada siapapun yang berhasil memberikan informasi
terkait tindak pidana korupsi yang belum tentu sesuai yang diharapkan.

Akad dengan menggunakan sistem al-juaalah yaitu janji atau komitmen
(iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang
ditentukan dari suatu pekerjaan. Dasar hukum jialah menurut mazhab Maliki,
Syafi’i dan Hambali bahwa jialah boleh dilakukan dengan alasan:

1) Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Yusuf ayat 72:

% . Lo et % o WOy
283 A1 M3 jead (bas 4y 5l Laly eldal) g3l Lids 15013

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

2) Dalam hadist yang diriwayatkan , bahwa para sahabat pernah menerima
hadiah atau upah dengan cara ji’aalah berupa seekor kambing karena
salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatok
kalajengking dengan cara membaca Surat al-Fatihah. Ketika mereka
menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah itu tidak
halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda.: “Tahukah anda sekalian,
bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan
beri saya sebagian”. (HR. Jamaah, mayoritas ahli hadist kecuali an-

Nasai).
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3) Secara logika Jualah dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara
untuk memenuhi keperluan manusia, sebagaimana halnya dengan ijarah
dan mudharabah (perjanjian kerja sama dagang).*®
Berdasarkan uraian di atas Peratutan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

pada pasal 17 dan 20 tentang imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi,

yang dimana hasil imbalan diambil atau didapat dari barang rampasan hasil
tindak pidana korupsi, dengan cara di lelang kemudian di setorkan untuk

APBN lalu diberikan ke pelapor tindak pidana korupsi sehingga

memunculkan masalah tentang status imbalan tersebut dalam hukum Islam.

Dari masalah tersebut maka penulis membuat skripsi yang berjudul

“PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAPOR PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul
penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan
judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:
1. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai

negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2003), him. 267-268.
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wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang
dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.**

2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya. Materi muatan Peratutan Pemerintah adalah materi
untuk menjalankan Undang-Undang.*®

3. Imbalan adalah upah sebagai pembalas jasa (berupa pujian, hukuman dan
sebagainya) atas tindakan yang dilakukan.®

4. Hukum Islam adalah kaidah,asas,prinsip atau aturan yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadist,
pendapat sahabat dan thabi’in maupun pendapat yang berkembang di

suatu masa dalam kehidupan Islam.*’

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana

korupsi ?

' Wikipedia, http://id.m.wikipedia.org/wiki/korupsi, diakses pada 15 April 2019 pukul
21.21.

5 Wikipedia, http://id.m.wikipedia.or/wiki/Peraturan_Pemerintah_(Indonesia), diakses
pada 15 April 2019 pukul 21.24.

1¢ Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.kata.web.id/imbalan/, diakses pada 15
April 2019 pukul 21.30.

7 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),
him. 575.


http://id.m.wikipedia.or/wiki/Peraturan_Pemerintah_(Indonesia)
http://kbbi.kata.web.id/imbalan/
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian penghargaan bagi
pelapor tindak pidana korupsi ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak
pidana korupsi.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian
penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwa masyarakat harus
paham akan adanya Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang
khususnya masyarakat yang beragama Islam karena banyak sekali
Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang bersangkutan
dengan Islam.

b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan
ilmu penulisan.

c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.



13

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi Analisis Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarkat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dan 20, maka perlu
dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal
ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan
dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya
menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang
relevansi dengan judul diatas, adalah:

Skripsi dari Sultan dari Universitas Hassanudin Makassar yang berjudul
“Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-
PTK/2016/PN.Kpg)”. Dalam skripsi tersebut membahas pengembalian
kekayaan negara (uang negara) yang hilang akibat tindak pidana korupsi.®

Skripsi dari Hadi Iman Kurniadi dari Universitas Hassanudin Makassar
yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah
Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Dalam skripsi ini sangat berfokus kepada
objek pegawai yang menerima gratifikasi (uang tambahan) melalui hibah.*®

Skripsi dari Rafli Saldi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

yang berjudul “Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum

8 Sultan, “Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-PTK/2016/PN.Kpg)”, Makassar,
Universitas Hassanudin Makkasar, 2016.

¥ Hadi Iman Kurniadi, “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah
Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Makassar, Universitas Hassanudin Makassar, 2017.
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Islam)”. Dalam skripsi ini sangat berfokus pada korupsi menurut hukum
Islam dan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam.?

Jurnal yang ditulis oleh Meiggie P. Barapa, Lex et Societatis, Vol.
I/No.2/Apr-Jun/2013. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi”. Dalam jurnal ini berfokus kepada
perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korupsi guna
memberikan rasa aman untuk memberikan informasi. %

Skripsi dari lwan Jani Simbolon dari Universitas Sumatera Utara yang
berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam
Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Dalam skripsi ini

berfokus pada pertanggungjawaban penyelewengan dana untuk pengadaan

barang dengan harga perkiraan sendiri.?

Tabel (1.1). Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

: 16/pid.sus- | pidana korupsi.
PTK/2016/PN.Kpg) Sedangkan  skripsi
penulis adalah
imbalan bagi
pelapor tindak

pidana korupsi.

No Nama Judul Perbedaan Persamaan
Pengarang

1. | Sultan Analisis Yuridis | Dalam skripsi ini | Sama-sama
Pengembalian membahas membahas
Kerugian Keuangan | pengembalian tentang
Negara Hasil Tindak | kekayaan negara | tindak
Pidana Korupsi (Studi | (uang negara) yang | pidana
Kasus Putusan Nomor | hilang akibat tindak | korupsi.

20 Rafli Saldi, “Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)”,

Makassar, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.
?! Meiggie P. Barapa, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana

Gratifikasi”, Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013. Him. 50-51.
?2 |wan Jani Simbolon, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam

Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara,

2016.
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Hadi Iman
Kurniadi

Analisis Hukum
Tindak Pidana
Gratifikasi Melalui
Hibah Dalam Tindak

Pidana Korupsi

Dalam skripsi ini
sangat berfokus
kepada objek
pegawai yang
menerima gratifikasi
(uang tambahan)
melalui hibah.
Sedangkan  skripsi
penulis adalah
tentang imbalan
bagi pelapor tindak
pidana korupsi.

Sama-sama
membahas
tentang
tindak
pidana
korupsi.

Rafli Saldi

Analisis Korupsi dan
Dampaknya (Telaah
Atas Hukum Islam)

Dalam skripsi ini
sangat berfokus
kepada korupsi
menurut hukum
Islam dan sanksi
tindak pidana
korupsi menurut
hukum Islam.
Sedangakan skripsi
penulis berfokus
kepada imbalan bagi
pelapor tindak
pidana korupsi.

Sama-sama
membahas
tentang
tindak
pidana
korupsi.

Meiggie P.
Barapa

“Perlindungan Hukum
Terhadap Saksi dan
Pelapor Tindak
Pidana Gratifikasi

Dalam jurnal ini
berfokus kepada
perlindungan
terhadap saksi dan
pelapor tindak
pidana korupsi guna
memberikan  rasa
aman untuk
memberikan
informasi.
Sedangkan
penulis
pada

skripsi
berfokus
imbalan
penghargaan  bagi
pelapor tindak
pidana korupsi.

Sama-sama
membahas
tentang
pelapor dan
tindak
pidana
korupsi.

lwan Jani
Simbolon

“Pertanggungjawaban
Pidana Tindak Pidana
Korupsi Dalam
Proyek Pengadaan
Barang dan Jasa

Dalam skripsi ini
berfokus pada
pertanggungjawaban
penyelewengan

dana untuk

Sama-sama
membahas
tentang
tindak
pidana
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Pemerintah ”. pengadaan  barang | korupsi.
dengan harga
perkiraan  sendiri.
Sedangkan  skripsi
penulis berfokus
pada imbalan bagi
pelapor tindak
pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan

penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan Jenis penelitian yang
digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitiaan kepustakaan
(library research). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang
terdapat di ruang perpustakaan.?® Dalam penelitian ini penulis
mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang
akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku serta jurnal ilmiah.

Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan
menjadi dua yakni:

4

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.’

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data

him. 6.

2% Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu amalah ( Ponorogo: Stain Po Press, 2010),

24 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja

Grapindo Persada, 2004), him. 30.
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primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, Hadist dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai
pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung
dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer.
dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku,
dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan
atau dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan
literatur yang berupa buku-buku, tulisan, al-Qur’an, Hadist dan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang imbalan bagi pelapor tindak

pidana korupsi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian adalah metode dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen
yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Kemudian kemudiaan
hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan
data.?
4. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan

analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif atau

2 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998), him. 91-131.
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bersifat deduksi, deduksi sendiri adalah penarikan kesimpulan dari
keadaan yang umum atau penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.?
Selain metode tersebut penelitian ini juga menggunakan metode Induktif,
metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa)
khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum, penarikan
kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara

umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. %’

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga
nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis
sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan
skripsi ini sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il mengenai semua teori yang berkaitan dengan pengertian Imbalan
dan macam-macamnya, pengertian Korupsi menurut Hukum Islam dan

Hukum Positif.

26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi, pada 17/4/
2019 Pukul 13.36 WIB.

2T Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/induksi, diakses pada 17/4/ 2019
Pukul 13.43 WIB.
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Bab 11l membahas tentang isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV membahas tentang Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2018 pasal 17 dan 20 tentang imbalan bagi pelapor tindak pidana
korupsi perspektif Hukum Islam.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yaitu yang Dberisi

mengenai  penutup yang berupa kesimpulan dan  saran-saran.



BAB |1

PEMBAHASAN

A. Ju’alah

1.

Pengertian Ju’alah

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan
sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan
ada yang dilaksanakan dengan orang lain, dengan kata lain menyuruh
seseorang karena dia sendiri tidak bisa melakukan sendiri. Kegiatan yang
tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada
orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (ju’alah) atau
pemberian. Ju’alah (pemberian upah) menurut bahasa ialah yang
diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.

Ju’alah memiliki keunikan dari segi ilmu akad secara figh. Pada
umumnya, ulama berpendapat bahwa ju’alah termasuk dalam domain
akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal
juga dengan istilah hukum perikatan), karena ju’alah mengandung (dapat
melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian.

Secara bahasa, ju’alah adalah janji untuk memberikan imbalan atau
award/ja’izah (al-ju’alah aw al-wa’d bi ja’izah) kepada pihak lain
apabila berhasil mencapai natijah tertentu. Al-‘amil tidak berhak
mendapatkan imbalan dari ja’il jika tidak mencapai natijah secara

sempurna. Akad Ju’alah  termasuk akad pertukaran (mubadalah/

20
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mu’awadha,di dalamnya terdapat pertukaran antara al-ju '/ (imbalan) dan
al-natijah (pencapaian prestasi tertentu). 2

Ju’alah menurut Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas
sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan
kesembuhan dari seseorang dokter atau kemahiran dari seorang guru,
atau pencari yang menemukan harta yang lari.

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud ju’alah
(pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah
dalam janji tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus,
diketahui atau tidak diketahui.”®

2. Konsep Dasar Ju’alah

Pengupahan (ju’alah ) menurut bahasa adalah apa yang diberikan
kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangan
pengupahan (ju’alah) menurut syariah, Al-Jazairi (2005) menyebutkan
hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang
yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.
Misalnya, seseorang berkata, “Barang siapa membangun tembok ini
untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka, orang yang
membangun tembok untuknya berhak atas hadiah atau upah yang ia

sediaan, banyak atau sedikit. Istilah lain dari pengupahan adalah ijarah.

%8 Jaih Mubarok & hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad ljarah dan Ju’alah,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017). him. 271-272.

%° Abu Hasan Al Hadi, FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER, (Depok: PT Raja
Grafindo Persada, 2017). him. 198



22

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Akad Ju’alah,

Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan,

bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat

adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/ iwadh/

Jju'ul) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang telah ditentukan.

Agar pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syari’ah, Dewan

Syari’ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang

akad Ju’alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

a.

Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah [5]: 1) tentang prinsip-
prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun

dihindarkan, antara lain:

5 oS 5 Gy oW g $S0 S gl 1530 14T g g

igggu(..i,u’“;fmf:;;};éﬁjg.;id\ J:u

Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

15485355 OF ol Gt 255 1315 LMl ) bl 19358 5T 238G an &y
Tt Taos SN &) 4y 1K s a1 &y Yl

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya
Allah  memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
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Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(QS. an-Nisa [4]: 58)

g5 & A g

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(QS. al-Bagarah [2]: 275)

35 Gl 0585 01 ¥y Jbddly 38 W0l vlST 14T culh @il g

Uy 480 O ah Oy 4K gl ¥ 4 15

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan
janganlah kamu mebunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa [4]: 29).

Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong

dalam perbuatan positif, antara lain:

Aoy &y Al 152515 0131 WY1 B 1535185 Vg 5515 S e 1555185
Uil duus

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesumgguhnya
Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 2).

Firman Allah SWT tentang Jualah:
#2555 W5 ot (M st 03 Ml 3o Jai 106

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan

siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan
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i3]

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
(QS. Yusuf: 72).

Hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermu’amalah,

antara lain:

P S T TP L& Bl o 2 oz afy o
o5 S e S b W £ 58 (Dl STl LS ek 1 59 (A
s 035 b Dol 13t sl 036 18 g s

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat;
dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Gis d51 31 Y a3 Uis V) agbyts e Osalnills
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

S B e a I8 W5 oy Jusdh W)
“Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan
seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang

diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khatab)

Hadist riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri:

Lo i oo 2 31 ol g G O & A (o) Goydddt wane oof 22

ia g ) SIS 1 G 2h sl L1 el s e o e 13T g
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B a5 3 g3k 1 1500 B 81 3 0133 (e 185 45 108
1% ~. 28 L3 4o < s Lot 4 4 85 . 2 <7, A P
315 gy Tl 2 T s o2t (o i ol gl S0 W gl
o ale Al Lo o Jld B 030 Y s oy 1356 T8 g
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Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu
kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak
menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala
kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada
para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang
dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian
tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian
memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk
berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang
sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah,
lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun
sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat
berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita
bertanya kepada Nabi SAW.’ Selanjutnya mereka bertanya
kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda,’Lho, kalian kok tahu
bahwa surat al-Fatihah adalah rugyah! Ambillah kambing tersebut
dan berilah saya bagian. (HR. Bukhari).

Kaidah figih yang menegaskan:
ot o 35 0l 519 foui sl 3 oo

“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni V111/323:
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Y1 35 Y3a5 5585 36 [ual B (@agdly M3 J) 3836 i O
S ¥ 385 Wady J) Les iy o8 Slay) Jaa 5 (B3 25 A5

Jadl g g 8 Jard ) Jy Brsd 88 o 5 0

Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju’alah sebab
pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas
(bentuk dan masa pelaksanaanya), seperti mengembalikan budak
yang hilang, hewan hilang dan sebagainya. Untuk pekerjaan
seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan)
padahal orang/pemiliknya perlu agar kedua barang yang hilang
tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang
mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa
imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong
agar akad ju’alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan
sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut
tidak jelas.

Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-

Muhadzdzab, XV/449:
Jpides 3 oth Jio e oills e B 5hs ekl Ak Gy
“Boleh melakukan akad Ju’alah, yaitu komitmen (seseorang)
untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau

tidak tertentu yang sulit diketahui.”

Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri 11/24:

il (o5 . A gl Oibs e B - il o B Bl

b 5 A S 5 b Jas b sl Loge iadh ol
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Ju’alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja’il (pihak
pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas
suatu pekerjaan) dan pihak maj'ul lah (pihak kedua yang
bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak
pertama)..., (Ju’alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum
untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau
tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.

Akad Ju’alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak Ja’il harus memenuhi kecakapan hukum dan kewenangan

(muthlaq al- tasharruf) untuk melakukan akad,

b. Objek Ju’alah (mahal al-‘agd/maj’ul ‘alaih) harus berupa
pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari’ah;

c. Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan
diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;

d. Imbalan Ju’alah (rewadh/ iwadh/ju’l) harus ditentukan besarannya
oleh Ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan

e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum
pelaksanaan objek Ju’alah )*

3. Rukun dan Syarat Ju’alah
Rukun dan syarat pengupahan (Ju’alah) adalah sebagai berikut:

a. Lafadz. Kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang

akan bekerja.

*% Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XI1/2007 Tentang Akad Ju’alah
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b. Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang
menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu
sendiri atau orang lain.

c. Pekerjaan yang akan dilakukan.

d. Upah. Upah harus jelas, berapa yang akan diberian sesuai dengan
transaksi yang telah dilakukan.™

4. Hikmah Ju’alah

Ju’alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain
berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu
mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang
yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang
menghafal al-Qur’an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ju’alah
dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap
saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling
tolong menolong dan bahu membahu. Dengan ju’alah, akan terbangun

suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.*

%1 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia
Indonesia:2012). him. 188-189.
%2 Abdul Rahman Ghazali, FIQH MUAMALAT, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
him. 143-144.
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B. Korupsi
1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni cupptio
atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption
atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam
bahasa Belanda disalin menjadi corruptie. Asumsi kuat menyatakan
bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia,
yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan
dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai
suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang
menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak
bermoral.

Baharudin Lopa, mengatakan corruption ialah the offering and
accepting of bribes (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-
hadiah berupa suap). Di samping itu, diartikan juga “decay” yaitu
kebusukan/kerusakan. Yang busuk/rusak ialah moral akhlak oknum
yang melakukan perbuatan korupsi, sesuai dengan arti corruptus atau
corruptio a.l. moral perversion (kerusakan moral). *

Dalam artikel yang berjudul Sejarah Korupsi dan Perlawanan

Terhadapnya di Zaman Awal Islam, Syamsul Anwar, mengatakan

%% Baharudin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, (Jakarta: PT Kipas Putih
Aksara,1997), cet.l, him. 1.
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bahwa korupsi berasal dari kata lain corruptus yang berarti sesuatu
yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa-
bahasa modern Eropa, seperti bahasa Inggris, kata korupsi dapat
digunakan untuk menyebut kerusakan fisik, seperti frasa “a corrupt
manuscript” (naskah yang rusak) dan dapat juga untuk menyebut
kerusakan tingkah laku sehingga dinyatakan pengertian tidak bermoral
(immoral), tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (dishines). Selain itu
korupsi juga berarti tidak bersih (impure) seperti frasa “corrupt air”
yang berarti “impure air” (udara tidak bersih).

Syamsul Anwar mengutip beberapa pengertian dari para ahli, Syed
Hussein Alatas, menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian
melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dalam
Webster’s Third New International Dictionary, Korupsi didefinisikan
sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-
pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran
tugas.

Dengan demikian, kata korupsi mempunyai arti dan cakupan yang
sangat luas, dalam hal ini Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa
kehidupan yang buruk di dalam penjara, misalnya, sering disebut
sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di
sana. Meskipun kata corruptio itu luas artinya, namun arti dari kata
corruptio sering disamakan dengan penyuapan. Suap dalam bahasa

Arab disebut “risywah”. Di Malaysia terdapat juga peraturan



31

antikorupsi, di sana tidak memakai kata korupsi melainkan “resuah”
yang berasal dari kata bahasa Arab “risywah”, dan menurut kamus
Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.**

Beberapa saat sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999,
telah disahkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 1 butir 3, dimuat pengertian
korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana
korupsi. *

Dalam bahasa Arab, Korupsi juga disebut dengan Risywah yang
berarti penyuapan. Risywah juga diartikan sebagai uang suap. Selain
dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga
disebut fasad (ifsad) dan ghulul (mengambil harta secara zalim). *°

Dari uraian di atas mengenai pengertian korupsi, bisa diketahui
bahwa arti dan kandungan makna korupsi sangat luas, tergantung dari
bidang dan perspektif pendekatan yang dilakukan. Dari semua arti, baik
secara etimologis maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang
semuanya mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan

bahkan kezaliman, yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan

% Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Intern asional,
(Jakarta: PT Pustaka Utama, 1991) him. 6.

% |_eden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, him. 5

% Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Ponpes
Krapyak al-Munawwir, 1884), him. 533.
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tata kehidupan, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara pun bisa
bangkrut disebabkan korupsi
2. Unsur-Unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi ini secara berurutan akan dipaparkan sesuai
urutan rumusan pasal 2-13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) diteliti
maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi: memperkaya diri
sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara
melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Mmeperkaya artinya menjadikan lebih kaya, yaitu suatu
perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi
Hamzah, menjadikan orang yanga belum kaya menjadi kaya atau orang
yang sudah kaya bertambah kaya.*’

Kemudian unsur melawan hukum, mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formal maupun materil, yakni perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat maa perbuatan tersebut dapat
dipidana. Dalam hal ini Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang

disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan

%" Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: PT
Pustaka Utama, 1991), him. 92.



33

dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tida
tertulis.®

Unsur terakhir dalam rumusan pasal 2 ayat (1) ini adalah dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan
negara adalah kekayaan negara dalam bentu apapun, termasuk hak-hak
dan kewajiban. Sedangkan perekonomian negara adalah perekonomian
yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan
ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sementara itu, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) menurut
penjelasan terbaru undang-undang bahwa yang dimaksud dengan
“keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan
pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila
tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan
bagi: penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penganggulangan
krisis ekonomi dan moneter dan sebagai penanggulangan tindak pidana

korupsi.*

% Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana, (Jakarta:
Angkasa Baru, 1987), him. 7.

% Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2012), him. 39.

“0 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Jakara: Sinar
Grafika, 2005), him. 34.
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Selanjutnya rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 mengandung beberapa unsur, yang meliputi unsur-unsur objektif,
yaitu perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan kewenangan,
penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana yang ada karena
jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan
perekonomian negara. Unsur-unsur subjektif adalah menguntungkan diri
sendiri, menguntungkan orang lain dan menguntungkan suatu korporasi.
Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat
adanya kelemahan atau kekosongan dari ketentuan-ketentuan tentang tata
kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap
ketentuan tersebut. Maksud dari menguntungkan diri adalah
mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari
pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang
diperoleh.

Kemudian unsur objektif adalah perbuatan dengan memberi dan
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara.
Sedangkan unsur subjektif adalah dengan maksud supaya pegawai negara
atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
Maksud kata “sesuatu” adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan
harga kegunaan yang menyenangkan si pegawai negeri (penerima suap).
Kemudian unsur berikutnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara

negara. Jongkers, mendefinisikan pegawai negeri dengan mereka yang
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diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau

sebagian dari tugas negara atau alat-alat pelengkapnya dan diberikan

suatu pekerjaan yang bersifat umum.

Adapun penyelenggara negara menurut pasal 1 butir Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.**

3. Jenis-Jenis Korupsi

Definisi tentang korupsi dapat di pandang dari berbagai aspek,

bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Sebagaimana

dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis,
yaitu sebagai berikut:

a. Disretionery corruption, ialah korupsi yang yang dilakukan karena
adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun
nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat
diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh: Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing,

memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo” atau orang

yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang

biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa

** Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2012), him. 41.
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memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit
dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang
dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan
itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih” dan
diserahkan setelah layanan diberikan.

Illegal corruption, ialah salah satu jenis tindakan yang bermaksud
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan
regulasi tertentu.

Contoh: Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk
pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelanggan
atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya
anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan.
Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa
mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga
tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam
peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai
dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari
sekian banyak pasal, misalnya ditemukanlah suatu pasal yang
mengatur perihal “keadaan darurat” atau “force mayeur”. Dalam
hal ini dikatakan bahwa ‘“dalam keadaan darurat, prosedur
pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus

memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah
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dimulainya illegal corruption, yakni ketika pemimpin proyek
mengartikulasikan tentang keadaan darurat.

Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan
kalimat yang berbunyi “termasuk ke dalam keadaan darurat ialah
suatu keadaan yang berada di luar kendali manusia:, maka dengan
serta-merta, pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan
waktu adalah salah satu unsur yang berada di luar kendali manusia,
yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar
pembenaran pelaksanaan proyek. Atas dasar penafsiran itulah
pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang
berkompeten.

Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya
bisa dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana
para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam
beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan
memainkan kata-kata; bukan substansinya.

Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang
dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang
memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu,

seacara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa
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untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan
uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu.

Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang
mengikuti tender, maka perbuatan panitia lelang ini sudah
termasuk ke dalam kategori  mercenery corruption. Bentuk
“sogok” atau “semir” itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa
juga dalam bentuk lain.

c. ldeological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun
discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
Contoh: Kasus skandal Watrgate adalah contoh ideological
corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen
mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang
atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung pemenangan
pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis
korupsi ini.*?

4. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehimgga tindak pidana
korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (extra-
ordinary crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi
dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa”

(extra ordinary enforcement). Tindak pidana korupsi di Indonesia yang

17.

*2 suyanto, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), him.
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telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary
crimes, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:

Pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar
dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu
program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara
konsisten dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masalah
korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat
kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu
binatang gurita yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan
pemerintah.

Kedua, korupsi yang telah berembang denikian pesatnya bukan
hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya
merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat
Indonesia.

Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30%
telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam
kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat
menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari
keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial
bangsa dan negara Republik Indonesia.

Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya

telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial
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maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau

terdakwa.*®

C. Korupsi dalam Islam (Risywah)

1.

Pengertian Risywah

Secara etimologis kata risywah berasal dari Bahasa arab "z ,.:)"
yang masdar s, (huruf ra-nya di baca kasrah, fathah atau dhammabh)
berarti (J~4), yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga

mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia

mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat .:-.4 anak

burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya
untuk disuapi.**

Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang
diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang
diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan

yang benar.

*® Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

him. 28-29.

* Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).
him. 89
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Pengertian risywah secara bahasa adalah suap-menyuap. Kemudian
secara istilah disebutkan bahwa di dalam al-Mu ’jam al-Wasith makna
risywah adalah:

“Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk
mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang
bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatilkan

sesuatu yang haq”.

Ibnu Hajar al ‘Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah
menukil perkataan Ibnu al ‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna
risywah sebagai berikut:

“Risywah atau suap-menyuap itu suatu harta yang diberikan
untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna

menolong/melegalkan sesuatu yang sebernarnya tidak halal”.

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang
diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang
memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian
hukum atau mendapatkana keinginannya. Risywah juga dipahami oleh
ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk
mencapai tujuan tertentu.

Adapun menurut MUI suap (risywah) adalah pemberian yang
diberikan kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu
yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatilkan perbuatan
yang hak. Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan tentang

definisi risywah secara terminologi yaitu suatu pemberian baik berupa
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harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang
kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil
dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang

4
|.5

tidak lega

2. Dasar Hukum Risywah
Di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang

risywah di antaranya terdapat pada:
Il e U 58T 8 ) g 15 Sy oK Wit 1408 ¥
553 44305 Iy
Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan
yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para
hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain
itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
Tafsiran Q.S. al-Bagarah ayat 188:
Ayat ini menjelaskan tentang Allah SWT melarang agar jangan memakan
harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan
“memakan” disini ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”,
sebagaimana bisa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya.

Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak baik

menurut hukum yang ditentukan Allah SWT.

o 4

N é?ﬁ‘,;fc,g’af/ PR U < 1083 TP
P'GJ d’f‘ j\ V'é""'"’ VS.?B .ﬁji\r 0\53 M O}‘\S\ 9,@ O}C-Lo...e

*> Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).
him. 90-91.
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O by i (S0 aSs by © G Byt b pde e 5 O
G il & il
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita
bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi)
datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah
(perkara itu) diantara mereka, dan berpalinglah dari mereka; jika kamu
berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat
kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka,
maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
Tafsiran Q.S. al-Maidah ayat 42:
Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang Yahudi yang suka
menerima atau mengambil risywah dalam peradilan, dan mereka selalu
memutuskan keputusan palsu. lbnu Jarir al-habari dalam tafsirnya
menjelaskan bahwa Allah SWT, ingin mengilustrasikan karakter orang-
orang Yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong, suka menyebar
fitnah, gemar merubah hukum Allah SWT, dan gemar menerima risywah
(suap).
Unsur-Unsur Risywah
Setelah dikemukakan berbagai versi definisi risywah, maka dapat
digarisbawahi bahwa unsur-unsur risywah adalah:
a.  Penerima risywah, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain
baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan

permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara’ baik

berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
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Pemberi risywah, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau
jasa untuk mencapai tujuan.

Suapan, yaitu harta, uang maupun jasa yang diberikan sebagai
sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan

atau diminta.

4. Bentuk-Bentuk Risywah

Menurut para ulama mazhab Hanafi membagi risywah atau suap

menjadi empat kategori, yaitu:

a.

Suap supaya diangkat sebagai hakim atau pejabat dan supaya bisa
menjadi PNS.

Permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil
keputusan.

Menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang dalam rangka
mencegah bahaya (kezhaliman) orang tersebut atau untuk
mendapatkan manfaat (yaitu menerima yang menjadi haknya).
Memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu

untuk mendapatkan haknya.

5. Sanksi Risywah dalam Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam

Ulama figh telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga

kelompok, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana gisas-diyat, dan

tindak pidana ta’zir. Tindak pidana risywah (suap) termasuk dalam

kelompok tindak pidana ta zir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik

jenis, bentuk dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) syara’ kepada
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hakim. Dalam menentukan hukuman risywah (suap), seorang hakim
harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan
prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat
ringannya sanksi hukuman harus disesuaikan dengan jelas tindak pidana
yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu
terjadi. Bentuk sanksi ta zir bagi perbuatan risywah (suap) bisa berupa
hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk,
penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan
kepada masyarakat luas.
Abdul Qadir Audah membagi jarimah fa’zir itu kepada tiga
macam, yaitu:
a.  Perbuatan maksiat yang tidak ditentukan nash bentuk batasan
hukumannya.
b.  Perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum.
c.  Perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan
atau perintah.
Perbuatan risywah (suap) dapat dimasukkan ke dalam tiga macam
Jjarimah ta zir tersebut diatas, karena:
a. Risywah (suap) merupakan perbuatan maksiat.
b.  Risywah (suap) merusak kemaslahatan umum.
c. Risywah (suap) melanggar aturan yakni undang-undang

pemberantas tindak pidana risywah (suap).
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Adapun sanksi risywah (suap) menurut undang-undang adalah
pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan
paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).*®

** Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2012). him. 92-95.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam pasal ini akan menjelaskan bagaimana peran serta masyarakat untuk
mengungkap adanya tindak pidana korupsi dan pemberian penghargaan bagi
pelapor tindak pidana korupsi. Terdapat 4 (empat) bab pembahasan yang
meliputi ketentuan umum, tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, tata
cara pemberian penghargaan dan ketentuan penutup.

A. Pengertian Ketentuan Umum

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi,
Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

3. Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak

Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

47
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B. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ini berkaitan dengan
pentingnya masyarakat dalam berperan aktif membantu pemberantasan
tindak pidana korupsi. Terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:
1. Bagian Kesatu Umum
Pasal 2
1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh
dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara
tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung
jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan
yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
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3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama,
dan norma sosial.

2. Tata Cara Mencari, Memperoleh dan Memberikan Informasi

a) Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi

Terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi:
Pasal 3

1) Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi
mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dari badan
publik atau swasta.

2) Untuk mencari dan memperoleh informasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Masyarakat mengajukan permohonan
kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau
swasta.

Pasal 4

1) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui
media elektronik maupun non elektronik.

2) Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada
badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara

tertulis.
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3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. identitas diri serta dengan dokumen pendukung dan;
b. informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh dari badan
publik atau swasta.
Tata Cara Memberikan Informasi
Tata cara memberikan informasi terdapat dalam pasal 5 sampai
dengan pasal 10 yang berbunyi:
Pasal 5
Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:
a. Pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/ atau
b. Penegak Hukum.
Pasal 6
Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat

laporan.
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2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media
elektronik maupun non elektronik.

3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang
berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
ditandantangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas
yang berwenang.

Pasal 8

1) Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit
memuat:

a. identitas pelapor
b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi

2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling
sedikit:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain;
dan
b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan

tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
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Pasal 9
Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap
laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 secara
administratif dan substantif.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal laporan diterima.
Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta
keterangan dari pelapor.
Pemberian keterangan oleh pelapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/ atau
tertulis.
Dalam hal pelapor tidak memberikan keterangan
sebagaiman yang dimaksud pada aya(3), tindak lanjut
laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan
pemberian keterangan pelapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan masing-

masing pimpinan instansi Penegak Hukum.
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Pasal 10

Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporan
yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas atas
pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada
aya(l) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.
Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat

Tata cara penyampaian saran dan pendapat dari masyarakat diatur

dalam pasal 11 yang berbunyi:

1)

2)

Pasal 11

Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada
Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana
korupsi.

Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media

elektronik maupun non elektronik.
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3) Dalam hal saran dan pendapat sebagaiman dimaksud pada ayat
(2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat
saran dan pendapat secara tertulis.

4) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan
pendapat serta Penegak Hukum.

5) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
b. saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak

pidana korupsi.

4. Perlindungan Hukum

Masyarakat atau pelapor untuk memperoleh hak Perlindungan Hukum

dari Penegak Hukum terdapat dalam pasal 12 yang berisi:

1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak
Hukum kepada masyarakat dalam hal:

a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai pelapor, saksi, atau

ahli.
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Perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya
mengandung kebenaran.

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanaka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

C. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Bagian Kesatu Umum

Tata cara pemberian penghargaan ini untuk masyarakat yang berjasa

dalam memberikan laporan terkait adanya tindak pidana korupsi.

Terdapat dalam pasal 13 yang berbunyi:

1)

2)

Pasal 13

Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan,
pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi
diberikan penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada:

a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan

bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau

b. Pelapor.
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Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
dalam bentuk:
a. piagam; dan/atau

b. premi.

. Penghargaan Dalam Rangka Pencegahan

Penghargaan ini berkaitan dengan penilaian terhadap masyarakat yang

aktif dalam memberikan laporan terkait adanya tindak pidana korupsi.

Terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi:

1)

2)

3)

4)

Pasal 14
Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi
diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan
berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidan
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk piagam.
Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian berdasarkan
laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah
terjadi.
Penilaian sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara

berkala.
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3. Penghargaan Dalam Rangka Pemberantasan dan Pengungkapan

Penghargaan ini berkaitan dengan besaran premi yang diberikan

kepada Pelapor. Terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17

yang berbunyi:

1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 15
Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan
tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dalam bentuk;
a. Piagam; dan/atau
b. premi.
Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat
kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya
pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap diterima oleh Jaksa.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan

oleh Jaksa.
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Pasal 16

Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15,

Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit:

a. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;

b. kualitas data laporan atau alat butki; dan

c. risiko faktual bagi Pelapor.

Pasal 17

1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran
premi diberikan sebesar 2%0 (dua permil) dari jumlah kerugian
keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi
sebesar 2% (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari
hasil lelang barang rampasan.

4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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4. Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

Prosedur ini berkaitan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan

diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 23 yang berbunyi:

1)

2)

1)

2)

1)

Pasal 18
Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi
dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam
keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak
tanggal berakhirnya penilaian.

Pasal 19
Pelaksanaan pemberian pnghargaan berupa piagam dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum
ditetapkan.
Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20
Pelaksanaa pemberiam penghargaan berupa premi dilakukan
setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari

hasil barang lelang rampasan disetor ke kas negara.
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2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan
berupa premi sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan
kepada Pelapor.

Pasal 22
Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak
diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli
warisnya.

Pasal 23
Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran

masing-masing instansi Penegak Hukum.
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D. Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup ini berkaitan dengan mulai berlakunya Peraturan
Pemerintah yang baru dan Peraturan Pemerintah yang lama sudah tidak
berlaku terdapat dalam pasal 24 dan pasal 25 yang berisi:
Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.*’

7 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.



BAB IV
ANALISIS
A. Analisis Konsep Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak
Pidana Korupsi

Konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi
mirip dengan konsep sayembara, dimana ada upah yang harus didapatkan
harus dengan cara melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu yang belum
pasti hasilnya. Apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai
dengan yang diinginkan oleh si pembuat sayembara maka berhak
mendapatkan upah atau imbalan. Sebaliknya, jika tidak berhasil
melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat
sayembara maka tidak mendapatkan upah atau imbalan.

Sayembara ini terjadi apabila ada seseorang yang mendapatkan
masalah yang tidak bisa ditangani sendiri kemudian memerlukan bantuan
orang lain seperti halnya kehilangan suatu barang. Orang yang kehilangan
barang kemudian membuat sayembara. Sayembara tersebut bertujuan
untuk menolong orang yang kehilangan barang dan menemukan barang
yang hilang, orang yang berhasil menemukan barang yang hilang tersebut
akan mendapatkan upah atau imbalan yang dijanjikan oleh si pembuat
sayembara dan upah atau imbalan itu diumumkan sebelum pekerjaan
dilakukan dan upah atau imbalan diberikan setelah pekerjaan berhasil

dilaksanakan.
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Sayembara sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW pada saat itu
ada seorang raja kehilangan pialanya, kemudian sang raja tersebut
membuat sayembara dan menjanjikan akan memberikan hadiah makanan
pokok seberat beban unta. Dari peristiwa itu dikenal dengan nama
sayembara. Dimana sayembara menguntungkan kedua belah pihak karena
sama-sama mendapatkan  keuntungan. Si  pembuat sayembara
mendapatkan untung barang yang hilang kembali dimiliki dan si pencari
sayembara tersebut mendapatkan untung yaitu hadiah sesuai yang
dijanjikan oleh si pembuat sayembara. Kemudian sayembara tersebut
diaplikasikan oleh pemerintah untuk mengurangi korupsi dengan cara
membuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian
Penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi adanya
tindak pidana korupsi dengan cara memerlukan bantuan masyarakat
dengan bekerja sama memerangi korupsi. Adanya Peraturan Pemerintah
ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak pidana korupsi dengan
adanya bantuan masyarakat dapat dipastikan berhasil untuk mendapatkan
target penurunan angka korupsi di Indonesia ini. Peraturan Pemerintah ini
memberikan hadiah atau imbalan bagi siapa saja yang berhasil melaporkan
adanya tindak pidana korupsi dengan data yang valid dan tidak asal
melapor dengan data yang invalid. Masyarakat atau pelapor jika
mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungannya harap melapor

ke pihak yang berwajib untuk ditangani kasus tersebut dengan
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menyertakan data yang valid sehingga laporan tersebut dapat di proses
oleh pihak yang berwajib dan dapat dipertanggungjawabkan laporan
tersebut.

Masyarakat kemudian ikut berperan serta aktif dalam
menyampaikan data yang dibutuhkan oleh pihak yang berwajib. Sehingga
adanya relasi atau kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak yang
berwajib dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi tersebut,
bukan hanya masyarakat membuat laporan kemudian tidak memberikan
keterangan yang jelas. Akan tetapi, harus bisa bekerja sama dengan pihak
yang berwajib sehingga mempermudah tim penyelidik untuk menyelidki
kasus tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelapor. Setiap
pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah
mendapatkan penilaian dari Penegak Hukum. Penegak Hukum akan
melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang
disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan
korupsi.

Penilaian ini dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja
terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian,
Penegak Hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam
mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti,

dan risiko bagi pelapor. Kemudian cara melapor jika masyarakat
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mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar maka
masyarakat dapat memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi
kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau Penegak Hukum.
Pemberian informasi kepada Penegak Hukum dapat berbentuk laporan
tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor
dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor
juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan
dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga
berhak mendapatkan perlindungan hukum karena riskan terkena intimidasi
dari pihak yang terlapor sehingga pelapor mendapatkan rasa nyaman
dengan adanya perlindungan hukum dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2018. Dalam memberikan perlindungan hukum, Penegak
Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK).
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B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghargaan Bagi Pelapor
Tindak Pidana Korupsi
Dalam Hukum Islam korupsi disebut Risywah (Penyuapan), secara
etimologis kata risywah berasal dari Bahasa arab rosya-yarsyu yang
masdar atau verbal noun nya bisa dibaca risywahtun berarti al ja’lu yaitu
upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan
penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa
kata risywah terbentuk dari kalimat rosya-al farkhu anak burung
merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk
disuapi. Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang
diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang
diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan
yang benar.
Korupsi akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan,
masyarakat, bangsa, dan negara pun bisa bangkrut disebabkan adanya
korupsi. Kemudian, dalam Islam pun korupsi tidak diperbolehkan, Firman

Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 188:
5k a&adr ) 1ay 150055 Jbudy fKany WKt 18T
2}}.3.1.;&./5 (..):1:..:/\3 P.?";;IL/;, Jo\.f'.j\ g\}ﬁ b L:igv./é

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
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memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*®

Karena korupsi sangat dilarang oleh Hukum Positif maupun
Hukum Islam maka Pemerintah mempunyai inisiatif untuk mengurangi
adanya tindak pidana korupsi yaitu dengan mengeluarkan Peraturan
Pemerintah nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana dalam Peraturan
Pemerintah tersebut masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana
korupsi kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib apabila sampai
kasus tersebut benar maka akan mendapatkan imbalan. Adanya Peraturan
Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi dengan
mengikutsertakan masyarakat dalam memerangi korupsi.

Berkaitan dengan imbalan tersebut telah diatur besaran imbalan
dan tata cara atau prosedur teknis pemberian penghargaan bagi masyarakat
yang berhasil mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Besaran imbalan
dan prosedur teknis pemberian penghargaan ini tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 terdapat dalam pasal 17 dan 20 yang

berbunyi:

8 Ahmad Munawar, “Hukum Korupsi dalam Islam”, https://dalamislam.com/hukum-
islam/hukum-korupsi-dalam-islam, diakses pada 12/7/2020 Pukul 12.18 WIB
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PASAL 17
1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi
diberikan sebesar 2%o (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan
negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan pasal ini, maka syarat untuk mendapatkan
hadiah maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka kasus
yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Dalam Peraturan Pemerintah (PP)
itu juga disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima
penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Salah satunya, mendapat nilai dari penegak hukum. Penilain itu dilakukan
dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh
jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan
peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas
data laporan atau alat bukti dan risiko bagi pelapor.*

Kemudian prosedur teknis pemberian penghargaan tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 1 dan 2

yang berbunyi:

*9 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pasal 17 bagian besaran imbalan.
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PASAL 20

3) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah
kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang
barang rampasan disetor ke kas negara.

4) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan
berupa premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.®

Dasar hukum positif pasal 17 dan pasal 20 tersebut apabila
diimplementasikan ke dalam hukum islam maka sesuai dengan akad

Jju’alah (upah). Yang mana dalam akad ju’alah untuk mendapatkan

imbalan (upah) harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Seperti dalam

Surat Yusuf ayat 72:

i

S & B3 et o & 5l oy Ml f1gt Ak 106

”Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan

siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.”*

Dalam ayat tersebut menceritakan ada seorang raja yang kehilangan

mahkotanya, kemudian membuat pengumuman atau sayembara untuk

siapa saja yang berhasil menemukan mahkota raja tersebut akan

mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dari ayat tersebut dapat

%0 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pasal 20 bagian teknis pemberian
penghargaan.

*L M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2003), him. 267-268.
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dipahami bahwa untuk mendapatkan bahan makanan pokok seberat beban
unta harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu yaitu mencari mahkota
raja yang hilang tersebut kemudian apabila berhasil menemukannya maka
akan mendapatkan upah sesuai janji sang raja.

Kemudian pengertian akad Ju’alah adalah arti jialah/jualah
merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (ja’il) akan
memberikan imbalan spesifik (jua’l) kepada siapapun yang mampu
memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya seperti contoh di
atas yaitu menemukan mahkota raja yang hilang. Akad dengan
menggunakan sistem al-Ju’alah yaitu janji atau komitmen (iltizam) untuk
memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari
suatu pekerjaan.

Sehingga menurut penulis terhadap tinjauan Hukum Islam tentang
pemberian penghargaan/imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi ini
sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Yang mana sesuai dengan
akad Ju’alah. Karena adanya kesamaan dalam pelaksanaan maupun
rukunnya antara akad Ju’a/ah dan tata cara pelaporan untuk mendapatkan
imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi yang mana memenuhi rukun
Ju’alah antara lain:

a. Lafadz (hendaklah lafadz itu mengandung arti izin kepada yang
akan bekerja, dan tidak ditentukan waktunya).
Lafadz ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2018 Tentang tata cara pemberian penghargaan bagi pelapor
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tindak pidana korupsi yang memberikan izin kepada masyarakat
ataupun untuk siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana
korupsi hendaknya melapor ke Penegak Hukum.

b. Orang yang menjanjikan upah.
Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah adalah pemerintah.
Apabila masyarakat yang melapor dengan data yang valid dan
mendapatkan penilaian baik dari penegak hukum maka
pemerintah akan memberikan upah sesuai dengan pasal 17
tentang imbalan pelapor korupsi.

c. Pekerjaan (mencari barang yang hilang).
Pekerjaan dalam hal ini adalah mencari uang negara yang hilang
karena korupsi sehingga harus dicari untuk dikembalikan lagi ke
negara.

d. Upah.*?
Dalam hal ini upah tersebut sesuai yang tertuang dalam ayat 17
dan 20 tentang besaran upah dan pelaksanaan pemberian
penghargaan atau upah.

Kemudian kesamaan dengan pelaksanaannya adalah yang menurut
penulis sudah sesuai dengan akad Ju’alah yaitu melakukan pekerjaan
terlebih dahulu kemudian baru mendapatkan upah atau imbalan setelah
berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh

pihak ja’il (Pemberi pekerjaan).

>2 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia
Indonesia:2012). him. 188-189.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang dilakukan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi
Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Dalam konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi ini
mirip dengan konsep sayembara, dimana seseorang melakukan pekerjaan
terlebih dahulu, apabila berhasil melakukan pekerjaan yang diinginkan yaitu
memberi laporan tentang adanya kasus tindak pidana korupsi maka akan
mendapatkan imbalan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah
memberikan seruan bahwasanya masyarakat merupakan elemen penting
untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi.

Sehingga apabila terjadi kasus korupsi dan mengetahui kejadian
tersebut, masyarakat dihimbau untuk melapor ke pihak yang berwajib dan
apabila kasus tersebut benar terbukti sah menurut hukum maka masyarakat
yang melaporkan kejadian tersebut mendapatkan imbalan dengan besaran
imbalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kemudian kesamaan dengan

pelaksanaannya adalah yang menurut penulis sudah sesuai dengan akad

72



73

Ju’alah yaitu melakukan pekerjaan terlebih dahulu kemudian baru akan
mendapatkan upah atau imbalan setelah berhasil melakukan pekerjaan
tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak ja’il (Pemberi pekerjaan).
Karena menurut penulis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
Tentang pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi sudah
sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka menurut penulis terhadap
pemberian penghargaan bagi pelapor pelaku tindak pidana korupsi boleh
dilaksanakan.
B. Saran - saran
1. Untuk pemerintah diharapkan tidak terlalu lama dalam memberikan
imbalan penghargaan tersebut kepada pelapor (masyarakat), mengingat
pemberian imbalan tersebut dilakukan setelah kerugian keuangan negara,
uang suap atau uang hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.
2. Untuk pelapor (masyarakat) diharapkan tidak membuat laporan palsu
terkait laporan adanya kemungkinan tindak pidana korupsi, sehingga

kinerja perangkat pemerintah bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN

Menimbang

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5)

dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian kemudahan

kepada masyarakat dalam membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
serta mempermudah pelaksanaan pemberian
penghargaan kepada masyarakat, perlu mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. bahwa. ..



Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=0

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat . . .
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Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok
orang.

Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan
informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a.

hak mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi;

hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,
memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada
Penegak Hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;

hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi;

hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporan yang diberikan kepada Penegak
Hukum; dan

hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

(3) Hak . . .



(3)

3@1

=

51

ol

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, norma agama, dan norma
sosial.

Bagian Kedua

Tata Cara Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi

Paragraf 1

Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi
mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
dari badan publik atau swasta.

Untuk mencari dan memperoleh  informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat
mengajukan permohonan kepada pejabat yang
berwenang pada badan publik atau swasta.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis
baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara lisan, pejabat yang
berwenang pada badan publik atau swasta wajib
mencatat permohonan secara tertulis.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. identitas diri disertai dengan dokumen pendukung;
dan

b. informasi . . .
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b. informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh
dari badan publik atau swasta.

Paragraf 2

Tata Cara Memberikan Informasi

Pasal 5

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:
a. pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
b. Penegak Hukum.

Pasal 6

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Pemberian informasi kepada Penegak Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dilakukan dengan membuat laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui
media elektronik maupun nonelektronik.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum
atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan
secara tertulis.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau
petugas yang berwenang.

Pasal 8 . . .
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Pasal 8

Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana

korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling

sedikit memuat:

a. identitas Pelapor; dan

b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi

Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen

pendukung paling sedikit:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri
yang lain; dan

b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan
dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Pasal 9

Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan
terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 secara administratif dan substantif.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.
Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat
meminta keterangan dari Pelapor.

Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara
lisan dan/atau tertulis.

Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut
laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.

(6) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
dan pemberian keterangan Pelapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak
Hukum.

Pasal 10

Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang
laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas
pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
pertanyaan diajukan.

Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat
kepada Penegak Hukum mengenai penanganan
perkara tindak pidana korupsi.

Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis
baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
Dalam hal saran dan pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak
Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara
tertulis.

(4) Saran . . .
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Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang
menyampaikan saran dan pendapat serta Penegak
Hukum.
Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat:
a. identitas diri yang disertai dengan dokumen
pendukung; dan
b. saran dan pendapat mengenai penanganan perkara
tindak pidana korupsi.

Bagian Keempat
Pelindungan Hukum

Pasal 12

Hak untuk memperoleh pelindungan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e

diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat

dalam hal:

a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf c; dan

b. diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.

Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang

laporannya mengandung kebenaran.

Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .
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Dalam memberikan pelindungan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja
sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban.

BAB IlI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Masyarakat yang berjasa membantu upaya

pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan

tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada:

a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan
berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak
pidana korupsi; atau

b. Pelapor.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dalam bentuk:

a. piagam; dan/atau

b. premi.

Bagian Kedua

Penghargaan dalam rangka Pencegahan

(1)

Pasal 14

Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana
korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara
aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang
pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.

(2) Penghargaan . . .
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(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk piagam.

(3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan
penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan
tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga

Penghargaan dalam rangka
Pemberantasan dan Pengungkapan

Pasal 15

(I) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau
pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf b.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dalam bentuk:

a. piagam,; dan/atau
b. premi.

(3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan
penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang
disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan
atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
diterima oleh Jaksa.

(5) Penilaian . . .
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(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikoordinasikan oleh Jaksa.

Pasal 16

Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, Penegak Hukum mempertimbangkan paling

sedikit:

a. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana
korupsi,

b. kualitas data laporan atau alat bukti; dan

c. risiko faktual bagi Pelapor.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan
penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan
sebesar 2%o (dua permil) dari jumlah kerugian
keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada
negara.

(2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran
premi diberikan sebesar 2%o (dua permil) dari nilai
uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang
rampasan.

(4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

Bagian . . .
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Bagian Keempat

Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 18

Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau
premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang
ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi
Penegak Hukum.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya
penilaian.

Pasal 19

Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi
pimpinan Penegak Hukum ditetapkan.

Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi
dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang
suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang
rampasan disetor ke kas negara.

Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian
penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . ..
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Pasal 21
Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian
penghargaan kepada Pelapor.

Pasal 22
Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia
dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan
diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 23

Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi
Penegak Hukum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3995) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2)
menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan
pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata cara
pelaksanaan peran serta Masyarakat tersebut telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum
Masyarakat, dan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan
pedoman kepada Masyarakat untuk turut serta dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama dengan
Penegak Hukum juga perlu dilakukan penggantian.

Penggantian . . .
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Penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2000 tersebut dilakukan agar peran serta Masyarakat dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya
untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara. Peran serta
Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi
tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar
hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas.

Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi
yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta
atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar Masyarakat
dapat memperoleh pelindungan hukum dalam menggunakan haknya
untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan
saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan
maksimal.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Penegak
Hukum diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai
dengan kewenangannya sepanjang jawaban atau keterangan tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi tersebut perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk
supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai
bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Masyarakat yang berjasa dalam
pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana
korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

Adapun . ..
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Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
antara lain:

a. tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat, yang meliputi bentuk
peran serta Masyarakat, tata cara mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi, tata cara penyampaian saran dan pendapat,
dan tata cara pelindungan hukum; dan

b. tata cara pemberian penghargaan, yang meliputi pihak yang
mendapatkan penghargaan, bentuk penghargaan, proses dan jangka
waktu penilaian, dan pelaksanaan pemberian penghargaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peran serta Masyarakat” adalah
keikutsertaan secara aktif Masyarakat dalam membantu
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok
orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan
organisasi masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,

yang. . .
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yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang”, antara lain,
pejabat yang menangani tugas dan fungsi di bidang pelayanan

informasi.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “identitas diri” antara lain,
untuk orang perseorangan, misal nama diri, alamat,
pekerjaan, dan nomor telepon/handphone. Untuk
kelompok orang, antara lain nama badan hukum atau
bukan badan hukum, nama pendiri atau nama
pengurus, jabatan, alamat, nomor telepon/handphone.
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” misalnya
Kartu Tanda Penduduk, kartu pengenal badan hukum,
atau bukan badan hukum.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



agﬁ
ok
L]
%
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “petugas yang berwenang” adalah
pegawai yang diberikan kewenangan oleh instansi Penegak
Hukum untuk melakukan pencatatan dan penandatanganan
atas laporan yang disampaikan secara lisan kepada Penegak
Hukum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “identitas Pelapor”, antara lain,
nama, alamat, pekerjaan, dan nomor
telepon/ handphone.
Huruf b
Uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi termasuk tempat terjadinya,
pelaku, dan pihak terkait.
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas diri yang lain”, antara
lain, paspor, surat izin mengemudi, dan kartu keluarga.

Hurufb. ..
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Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan administratif” adalah

pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen laporan yang
diterima.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan substantif” adalah
pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang diterima.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pemberian keterangan oleh Pelapor, antara lain, dengan cara
pemaparan laporan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”,
antara lain, peraturan perundang-undangan mengenai

keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-
undangan mengenai perbankan.

Pasal 11 ...
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Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pelindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan untuk
memberikan rasa aman bagi Pelapor.

Pelindungan hukum diberikan dalam bentuk antara lain
kerahasiaan identitas, kerahasiaan materi laporan dan/atau
saran serta pendapat yang disampaikan, dan/atau
pelindungan secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”,
antara lain, peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan saksi dan korban, dan peraturan perundang-
undangan mengenai komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Ayat (4)

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “piagam” dalam ketentuan ini
diberikan dalam bentuk sertifikat dan lencana.

Hurufb. ..
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Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi” termasuk
suap.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18

Keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum terkait pemberian
penghargaan dalam bentuk premi paling sedikit mencantumkan
informasi berupa:
1. Nama/subyek penerima penghargaan;
2. Besaran penghargaan yang dibayarkan dan tahun pembebanan
anggarannya; dan
3. Bagian anggaran instansi Penegak Hukum yang akan
memberikan penghargaan berupa premi.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 . . .
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Pasal 22

Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah istri/suami dan anak
dari penerima penghargaan.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6250
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

FORMAT LENCANA DAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. FORMAT LENCANA

Keterangan:

1. Ukuran lingkaran dengan diameter 2,5 cm.
Lambang garuda berwarna emas dengan latar belakang berwarna merah
putih.

3. Tulisan “PENGHARGAAN” berwarna putih dan “ANTI KORUPSI”
berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam.

4. Tulisan “PENGHARGAAN” dan “ANTI KORUPSI” dengan tipe huruf Arial.

B. FORMAT ...
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B. FORMAT SERTIFIKAT

Keterangan:

1.

Ukuran kertas sertifikat A4 dengan berat 80 gram dengan lay out
portrait.

2. Lambang garuda berwarna emas diletakan di tengah dengan ukuran
tinggi 3 cm dan lebar 2 cm.

3. Tulisan dalam sertifikat menggunakan tipe Arial dengan ukuran 14
berwarna hitam.

4. Latar belakang sertifikat berwarna merah dan putih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deput1 Bidang Politik, Hukum, JOKO WIDODO

dan Keamanag Deputl Bidang Hukum







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

L FAKULTAS SYARI'AH
A Alamat : JI. Jend. A, Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax :0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
IAIN PURWOKERTO

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1002/In.17/PP.00.9/VII /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
FakultasSyari’ah [AIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khamid
NIM : 1423202033
Semester/ Prodi : XIV / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari

Jum’at, 16 Juli 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai C+ (Skor :65).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimanamestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri’ah
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